BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Karya
1. SOP (Standar Operasional Prosedur)
a. Pengertian SOP

Menurut PERMEN PAN & RB No 35 Tahun 2012, Standar Operasional
Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
Menurut Budiharjo (Valentino & Indahingwati, 2019:2) SOP merupakan
suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses
kerja atau prosedur kerja tertentu. Sedangkan menurut Tathagati
(Valentino & Indahingwati, 2019:2) SOP dapat didefinisikan sebagai
dokumen aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan
pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat, benar serta konsisten guna
menghasilkan sesuai standar sebelumnya.

Berdasarkan uraian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan
bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu dokumen yang
memuat tahapan-tahapan atau prosedur yang tersusun untuk
menyeleseaikan suatu kegiatan dengan efektif dan efisien. Standar
Operasional Prosedur (SOP) merupakan faktor penunjang keberhasilan

suatu kegiatan di dalam organisasi.



b. Tujuan SOP

Pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
tentunya terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai guna kelancaran
suatu organisasi. Menurut Hartatik (Wulandari& Fidiana, 2017:30)
Tujuan SOP adalah:

1) Tujuan Umum, agar berbagai proses kerja rutin terlaksana
dengan efisien, efektif, konsisten/uniform dan aman, dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan
standar yang berlaku.

2) Tujuan Khusus:

a) Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja tertentu
dan keamanan petugas dan lingkungan, dalam melaksanakan
sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.

b) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi
sesama pekerja dan supervisor.

¢) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan,
duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan
kegiatan.

d) Merupakan parameter untuk menilai pelayanan

e) Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya
secara efisien dan efektif

f) Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung
jawab dari petugas yang terkait.

g) Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.

Berdasarkan uraian ahli mengenai tujuan SOP maka dapat

disimpulkan bahwa tujuan SOP memang penting bagi suatu organisasi



untuk memperlancar jalannya suatu sistem kerja sesuai aturan yang
benar dan mampu mencapai tujuan secara efisien dan sistematis.
c. Manfaat SOP
Adanya SOP tentunya memiliki manfaat tersendiri bagi kelancaran
organisasi. Menurut Nur’Aini (2016:42) adapun manfaat SOP vyaitu:

1) Kejelasan Prosedur
SOP vyang dapat memberikan manfaat bagi kita dalam
memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan. Kita juga
dapat menuliskan dengan jelas dan detail mengenai prosedur
yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

2) Efisiensi Waktu ketika Training Karyawan
Dengan memberikan SOP, masing-masing karyawan akan
menghemat waktu dan tenaga dalam program training selama
satu minggu. Namun dengan adanya SOP, akan mempermudah
perusahaan dalam memberikan informasi mengenai tugas,
seperti apa yang harus dilakukan ketika dilapangan.

3) Standarisasi Kegiatan
SOP dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk
menyama-ratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua
pihak. Hasil kerja yang telah diselesaikan oleh satu karyawan
akan memiliki standar yang sama dengan karyawan yang lain.

4) Mempermudah Evaluasi
Setelah ditentukan standarisasi kegiatan, dengan demikian akan
mempermudah para suoervisor atau manajer untuk melakukan
evaluasi dan penilaian. Secara tidak langsung, dengan adanya
SOP, akan membantu perusahaan untuk melakukan evaluasi
dan penilaian terhadap setiap proses operasional dalam
perusahaan.

5) Mempertahankan Kualitas
SOP membantu perusahaan untuk mengontrol agar kualitas
perusahaan dapat dipertahankan. Melalui konsistensi dalam
bekerja, otomatis perusahaan memiliki sistem kerja yang sudah
jelas dan terstruktur secara sistematis. Hal tersebut berdampak
pada hasil produktivitas yang dapat dipertahankan, baik secara
kualitas maupun kuantitas.

6) Meningkatkan Kemandirian Karyawan
SOP dapat membantu pegawai untuk menjadi pribadi yang lebih
mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen.

7) Informasi Kompetensi dan Cara Meningkatkannya
SOP juga dapat memberikan informasi mengenai kualifikasi
kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam
melaksanakan tugasnya.



d. Aspek Penyusunan SOP

Menurut Soemohadiwijojo (2014:18) penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) tersebut tentunya harus memperhatikan beberapa aspek

seperti:

1)

2)

3)

Lingkungan Operasional organisasi baik internal maupun eksternal.
Faktor internal yang dimaksud seperti struktur organisasi/unit kerja,
aktivitas utama atau kegiatan apa yang ada pada unit tersebut serta
sarana dan prasarana yang dimiliki. Sementara faktor eksternal
yang dimaksud seperti tuntutan masyarakat serta hubungan unit
tersebut dengan pihak lain.

Kebijakan Pemerintah, dimana setiap instansi baik swasta ataupun
pemerintah wajib menaati dan mengacu pada kebijakan pemerintah
yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun kebijakan
pemerintah yang dimaksud seperti, undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, surat keputusan dan bentuk
peraturan yang lain. Apabila terdapat perubahan kebijakan
pemerintah maka akan berpengaruh pada kegiatan operasional
organisasi  sehingga diperlukannya penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) terbaru dengan mengacu pada
perubahan kebijakan tersebut.

Kebutuhan Organisasi dan Stakeholder, dimana yang dimaksud
kebutuhan organisasi adalah jika terdapat perubahan struktur
organisasi atau perubahan sarana dan prasarana yang digunakan
dalam menjalankan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Sementara yang dimaksud kebutuhan stakeholder adalah tuntutan
yang menginginkan adanya perubahan baik dalam pelayanan yang

diberikan maupun output yang dihasilkan.
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4) Kebijakan Organisasi, dimana kebijakan organisasi berpengaruh
pada prosedur pada tiap-tiap unit kerja yang ada dalam organisasi.
Prosedur yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kebijakan
organisasi yang telah ditetapkan.

e. Tahap Penyusunan SOP
Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 35 Tahun 2012, tahapan
penyusunan SOP meliputi siklus sebagai berikut:

1) Persiapan
Pada tahap ini dilakukan pembentukan tim dan
kelengkapannya, lalu melakukan pelatihan bagi tim penyusun
SOP dan memberitahukan kepada unit yang diteliti tentang
kegiatan penyusunan SOP.

2) Perencanaan Penilaian Kebutuhan SOP
Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana tindak
kebutuhan, identifikasi kebutuhan, dan pembuatan daftar SOP
yang akan dibuat/dikembangkan, dan pembuatan dokumen
penilaian kebutuhan SOP.

3) Penyusunan/Pengembangan SOP
Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan infornasi,
analisis alternatif dan penyusunan SOP.

4) Sosialisasi dan Penerapan SOP
Pada tahap ini SOP yang telah disusun diserahkan kepada
unit instansi untuk disosialisasikan dan diterapkan oleh unit
instansi.

5) Monitoring dan Evaluasi SOP
Pada tahap ini SOP yang telah disusun akan di monitoring
dan dievaluasi oleh instansi terkait agar dapat diperbaiki dan
disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.

6) Format SOP

Format SOP AP (Administrasi Pemerintahan) yang dipersyaratkan
dalam kebijakan reformasi birokrasi memiliki format yang telah
distandarkan tidak seperti format SOP pada umumnya. Adapun format
SOP AP yang dipergunakan dalam kebijakan reformasi birokrasi adalah
sebagai berikut:
1) Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts)

Format yang dipergunakan dalam SOP AP adalah format diagram alir

bercabang (Branching Flowcharts) dan tidak ada format lainnya yang
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dipakai. Hal ini diasumsikan bahwa prosedur pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah termasuk didalamnya Kementerian /
Lembaga dan Pemerintah Daerah memuat kegiatan yang banyak (lebih
dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan keputusan yang banyak.
Oleh sebab itu untuk menyamakan format maka seluruh prosedur
pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dibuat dalam
bentuk diagram alir bercabang (Branching Flowcharts) termasuk juga
prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan / atau tanpa
pengambilan keputusan.
2) Menggunakan hanya Lima Simbol Flowcharts

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 (lima)
simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar Flowcharts (Basic Symbol of
Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman (Off-Page
Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai

berikut:

Gambar 1
Simbol Flowchart

(' 2 Sembol Term . ssmbol yang digunakan untuk menyatakan awal
\ /| atau akh

7 ol yan, wntuk monu

/ ran
Simbol Pro | yang digumakan ustuk menggambarkan
proses pengolahan data

Simbol Kept
suati peliban berdasark

lT ——> | Simbol Arah aliran, simbol yaag digunakan untuk mcounjukksa
| arah atican proses

Sumber : Budiman (2016:16-17)
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B. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial dan PMD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
pada bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa

Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi
merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan pemerintahan desa.
5. Pentingnya SOP sebagai Problem Solving permasalahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) memerlukan pembaharuan agar
prosedur-prosedur yang ada dapat mengikuti kebijakan terbaru.Pada
penyusunan SOP, salah satu dokumen yang menjadi dasar penyusunannya
yaitu dokumen Peraturan Bupati (Perbup). Dengan adanya Peraturan Bupati
Takalar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran

dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang terbaru
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maka Standar Operasional Prosedur (SOP) juga harus diperbaharui agar
dapat disesuaikan.

Tabel 1
Daftar SOP yang ada pada Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa

Nama SOP

(@)

Supervisi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Perlombaan Desa dan Kelurahan Terpadu

Verifikasi dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Penyusunan dan Pembinaan Sistem Informasi dan Keuangan Desa

Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD

@ N UMW N(EZ

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan
Desa

©

Monitoring dan Evaluasi Instrumen Pengungkap Data Perkembangan
Desa dan Kelurahan

10. | Pengolahan Data Aparat Desa dan BPD.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

Pada era sekarang ini, instansi harus terus melakukan perbaikan
berkelanjutan pada layanan untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna
layanan demi tercapainya peningkatan mutu. Pembaharuan dan perbaikan
yang cukup banyak terkadang membuat SOP belum diperbaharui sesuai
dengan kebijakan dan peraturan yang baru. SOP yang belum diperbaharui
memicu terjadinya ketidaksesuaian prosedur. Dengan adanya pembaharuan
atau pengembangan SOP dapat membuat standarisasi proses yang baru dan
sesuai dengan perubahan yang terjadi untuk menghindari ketidaksesuaian
prosedur.

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, mengemukakan bahwa Negara wajib melayani setiap
warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam
rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun keberhasilan kinerja pelayanan publik ditentukan salah satunya

adanya SOP. Didalam SOP itu sendiri berisi terutama yang menyangkut
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kepastian prosedur, waktu dan pembiayaan pelayanan publik.Standar
Operasional Prosedur (SOP) itu juga mutakhir (uptodate). Seiring dengan
adanya perubahan internal maupun eksternal organisasi maka SOP juga
harus ikut berubah. Untuk itu, secara periodik SOP perlu ditinjau kembali agar
tetap mutakhir karena apabila ada perubahan kebijakan harus terlihat pada

SOP.





